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PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,

bahwa dalan rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat maka perlu dilakukan pungutan retribus jasa umum
sebagal partisipasi dari masyarakat ;

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pgjak dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan
dan pengaturan kembai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan tentang retribusi jasa umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b diatas, perlu menetgpkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi JasaUmum ;

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dagerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubshan Kedua Atas
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dagerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang- Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
549);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pgjak Daerah Dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dan
BUPATI BENGKULU SELATAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS JASA UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribus Daerah sesual peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan
usahamilik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosia politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investas
kolektif dan bentuk usahatetap.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong retribusi tertentu.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terutang jumlah kredit
retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan
jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetgpan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat
SKRDKBT adalah Surat Keputusan menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetgpan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah
Surat Ketetgpan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi |ebih besar daripadaretribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan / atau sanks administrasi berupabunga dan / atau denda.

Surat Ketetgpan Keberatan adalah Surat Ketetgpan atas keberatan terhadap SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB yang digjukan oleh wajib
retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data
dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewagjiban Retribusi Daerah
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi
daerah.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adaah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya
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BAB Il
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Jenisretribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Retribusi Pelayanaan Persampahan/ Kebersihan;

Retribusi Pelayanaan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Retribusi Pelayanaan Pasar;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus,

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Retribusi Pengendalian Menara Telekomukasi;

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
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(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potens
penerimaannya kecil dan atau atas kebijakan nasiona /daerah untuk memberikan pelayanan
tersebut secara cuma-cuma.

(3) Jenis Retribus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Golongan Retribus Jasa
Umum.
BAB IlI
RETRIBUSI PELAY ANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 4

(1) Objek retribusi pemakaian pelayanaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
adalah pelayanan kesehatan dipuskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu,
Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, Lapkesda
(Laboratorium Kesehatan Daerah) dan tempat pelayanaan kesehatan lainya yang sgjenis
yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanaan pendaftaran.

(2) Dikecualikan dari objek retribus pelayanaan kesehatan adalah pelayanaan kesehatan yang
dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
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Pasal 5

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan
kesehatan.

(2) Waib retribus pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi  diwgibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Caramengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekwens dan jenis pelayanan
kesehatan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya tarif jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan
kesehatan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PELAY ANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi pelayanaan persampahan/kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanaan
persampahan/kebersihan.

Pasal 9

(1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan
persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:
a Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokas pembuangan sementara ke
lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
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